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P E N E T A P A N

Nomor 134 /Pdt.P/2024/PN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata

permohonan pada tingkat  pertama,  telah  memberikan penetapan sebagai  berikut

dalam perkara permohonan: 

 Elizabeth Tjouwardi, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.20, Sawerigading,

Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa

kepada  Cristo  Vernon  Manoppo,  S.H.  dkk  Kesemuanya  adalah  Advokat  dan

Konsultan  Hukum  pada  Kantor  “AMERTA JUSTICIA LAW  FIRM”  beralamat  di

Jl.Timah I A24 No.12,Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal

15  Maret  2024 yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

Makassar  dengan  Nomor  :  430/Pdt/2024/KB  pada  tanggal  01-04-2024,

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; 

Telah  membaca  Penetapan  Plh Ketua  Pengadilan  Negeri  Makassar  No.

134/Pdt.P/2024/PN.Mks bertanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  134/Pdt.P/2024/PN.Mks bertanggal  25

Maret 2024  tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa  Pemohon dalam permohonannya bertanggal  20 Maret

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal

21Maret 2024 dengan Nomor Perkara : 134/Pdt.P/2024/PN.Mks telah mengajukan

permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa  Pemohon  merupakan  Warga  Negara  Republik  Indonesia  yang

bertempat  tinggal  serta  tercatat  sebagai  penduduk  dengan  Nomor  Kartu

Tanda  Penduduk  7371055707660002  atas  nama  Elizabeth  Tjouwardi,

dengan  demikian  segala  sesuatu  yang  merupakan  hak  dan  kewajiban

Penggugat  selaku Warga Negara Republik  Indonesia telah dilindungi  dan

diatur  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  di  Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

2. Bahwa Pemohon lahir pada Tanggal 17 Juli 1966 di Ujung Pandang sebagai

anak perempuan dari Suami-Isteri Jeklis Tjouwardi dan Hawa Laijadi sesuai

dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 757/1966 tertanggal  23 November

1987;
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3. Bahwa  pada  tanggal  7  November  2022,  Pemohon  telah  melakukan

penggantian  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  karena  pada  KTP  yang

sebelumnya, nama Pemohon Tercatat atas nama Elisabeth Tjouwardi yang

mana  nama  tersebut  tidak  sesuai  dengan  nama  pemberian  orang  tua

Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama

Elizabeth Tjouwardi;

4. Bahwa  oleh  karena  kesalahan  pencatatan  nama  pada  Kartu  Tanda

Penduduk Pemohon sebelumnya, sehingga segala dokumen maupun akta

milik Pemohon sebelum perubahan, tercatat atas nama Elisabeth Tjouwardi

maupun Elisabeth dengan rincian sebagai berikut:

a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 58 Tanggal 25 Agustus

2004  di  hadapan  Notaris  Sri  Hartini  Widjaja,  S.H.  dimana

Pemohon  tercatat  dengan  nama  Elisabeth  Tjouwardi selaku

Direktur;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 20122/Sawerigading, terbit Tanggal 15

Januari  2004,  Surat  Ukur  Nomor  00099/2003  seluas  1.487  m2

tercatat atas nama Elisabeth Tjouwardi (Elisabeth T);

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 20108/Maloku, terbit Tanggal 13 April

2006, Surat Ukur Nomor 00146/2006 seluas 1.747 m2 tercatat atas

nama  1).Yulivia  Fransiska  (Yulivia),  2).Emirensiana  Meldi

(Emirensiana),  3).Elisabeth Tjouwardi (Elisabeth T), 4).Elizabeth

Ivon Sutandy (Elizabeth I);

d. Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20068/Maloku,  terbit  Tanggal  23

Oktober  2003,  Surat  Ukur  Nomor  00100/2003  seluas  68  m2

tercatat  atas  nama 1).Yulivia  Fransiska (Yulivia),  2).Emirensiana

Meldi  (Emirensiana),  3).Elisabeth  Tjouwardi (Elisabeth  T),

4).Elizabeth Ivon Sutandy (Elizabeth I);

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 20107/Maloku, terbit Tanggal 13 April

2006, Surat Ukur Nomor 00145/2006 seluas 77 m2 tercatat atas

nama  1).Yulivia  Fransiska,  2).Emirensiana  Meldi,  3).Elisabeth

Tjouwardi, 4).Elizabeth Ivon Sutandy;

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 20106/Maloku, terbit Tanggal 13 April

2006, Surat Ukur Nomor 00144/2006 seluas 76 m2 tercatat atas

nama  1).Elizabeth  Ivon  Sutandy,  2).Emirensiana  Meldi,

3).Elisabeth Tjouwardi, 4).Yulivia Fransiska;

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 20102/Maloku, terbit Tanggal 13 April

2006, Surat Ukur Nomor 00140/2006 seluas 81 m2 tercatat atas
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nama  1).Elizabeth  Ivon  Sutandy,  2).Emirensiana  Meldi,

3).Elisabeth Tjouwardi, 4).Yulivia Fransiska;

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 20109/Maloku, terbit Tanggal 13 April

2006, Surat Ukur Nomor 00138/2006 seluas 90 m2 tercatat atas

nama  1).Elizabeth  Ivon  Sutandy,  2).Emirensiana  Meldi,

3).Elisabeth Tjouwardi, 4).Yulivia Fransiska;

i. Sertipikat Hak Milik Nomor 9756/Kuta, terbit Tanggal 24 Februari

2006, Surat Ukur Nomor 1944/Kuta/2006 seluas 520 m2 tercatat

atas  nama  1).  Emirensiana,  2).Elizabeth  Ivon  Sutandy,

3).Elisabeth, 4).Yulivia Fransiska;

j. Sertipikat Hak Milik Nomor 9755/Kuta, terbit Tanggal 24 Februari

2006, Surat Ukur Nomor 1943/Kuta/2006 seluas 1155 m2 tercatat

atas  nama  1).  Emirensiana,  2).Elizabeth  Ivon  Sutandy,

3).Elisabeth, 4).Yulivia Fransiska;

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 9718/Kuta, terbit  Tanggal  20 Januari

2006, Surat Ukur Nomor 1920/Kuta/2006 seluas 530 m2 tercatat

atas  nama  1).Emirensiana,  2).Elizabeth  Ivon  Sutandy,

3).Elisabeth, 4).Yulivia Fransiska;

l. Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  3/Kampung  Baru,  terbit  Tanggal  8

Agustus  1962,  Surat  Ukur  Nomor  6  Tanggal  24  Januari  1912

seluas  1328  m2 tercatat  atas  nama  1).Elisabeth  Tjouwardi,

2).Nyonya Emirensiana Meldi, 3).Nyonya Elizabeth Ivon Sutandy;

m. Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  446/Kunjungmae,  terbit  Tanggal  29

Oktober 1994, Surat Ukur Nomor 6743 seluas 480 m2 tercatat atas

nama  1).Alfon  Romio  L.,  2).Rocky  Limbunan,  3).Elisabeth

Tjouwardi, 4).Jessica Jeane Limbunan, B.Des;

n. Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 27 Tanggal 22 Juli

2020 di hadapan Notaris Michiko Sodikim, S.H. dimana Pemohon

tercatat  dengan  nama  Elisabeth  Tjouwardi selaku  Pesero

Komanditer;

o. Kartu  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  Nomor  06.710.212.9-

801.001 tercatat atas nama Elisabeth Tjouwardi terdaftar Tanggal

23 Januari 2009;

5. Bahwa  karena  nama  Pemohon  yang  tercatat  pada  dokumen-dokumen

maupun  akta-akta  sebagaimana  tersebut  diatas  dicatatkan  dengan  nama

Elisabeth Tjouwardi maupun Elisabeth, Pemohon berpendapat akan terdapat
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kendala dalam hal pengurusan  atau peralihan dokumen-dokumen maupun

akta-akta tersebut dikemudian hari;

6. Bahwa  Pemohon  bermaksud  untuk  mengajukan  permohonan  penetapan

persamaan  nama  untuk  menetapkan  nama  Pemohon  yakni  Elizabeth

Tjouwardi  merupakan satu orang yang sama dengan nama yang tercatat

dalam dokumen-dokumen maupun akta-akta pada poin 4 permohonan ini

yang dicatatkan atas nama Elisabeth Tjouwardi maupun Elisabeth, kemudian

nama yang akan digunakan selanjutnya adalah Elizabeth Tjouwardi;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Makassar,

maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA

Khusus Makassar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri

Kelas IA Khusus Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini

berkenan menetapkan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan secara  hukum Persamaan Nama Pemohon antara nama

Elizabeth  Tjouwardi  dan  Elisabeth  Tjouwardi  maupun  Elisabeth

sebagaimana dalam dokumen maupun akta sebagai berikut:

 Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Nomor  58  Tanggal  25

Agustus  2004  di  hadapan  Notaris  Sri  Hartini  Widjaja,  S.H.

dimana Pemohon tercatat selaku Direktur;

 Sertipikat Hak Milik Nomor 20122/Sawerigading, terbit Tanggal

15 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00099/2003 seluas 1.487

m2 tercatat atas nama Elisabeth Tjouwardi (Elisabeth T);

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20108/Maloku,  terbit  Tanggal  13

April  2006,  Surat  Ukur  Nomor  00146/2006  seluas  1.747  m2

tercatat  atas  nama  1).Yulivia  Fransiska  (Yulivia),

2).Emirensiana  Meldi  (Emirensiana),  3).Elisabeth  Tjouwardi

(Elisabeth T), 4).Elizabeth Ivon Sutandy (Elizabeth I);

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20068/Maloku,  terbit  Tanggal  23

Oktober  2003,  Surat  Ukur  Nomor  00100/2003 seluas  68 m2

tercatat  atas  nama  1).Yulivia  Fransiska  (Yulivia),

2).Emirensiana  Meldi  (Emirensiana),  3).Elisabeth  Tjouwardi

(Elisabeth T), 4).Elizabeth Ivon Sutandy (Elizabeth I);
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 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20107/Maloku,  terbit  Tanggal  13

April  2006,  Surat  Ukur  Nomor  00145/2006  seluas  77  m2

tercatat atas nama 1).Yulivia Fransiska, 2).Emirensiana Meldi,

3).Elisabeth Tjouwardi, 4).Elizabeth Ivon Sutandy;

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20106/Maloku,  terbit  Tanggal  13

April  2006,  Surat  Ukur  Nomor  00144/2006  seluas  76  m2

tercatat atas nama 1).Elizabeth Ivon Sutandy, 2).Emirensiana

Meldi, 3).Elisabeth Tjouwardi, 4).Yulivia Fransiska;

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20102/Maloku,  terbit  Tanggal  13

April  2006,  Surat  Ukur  Nomor  00140/2006  seluas  81  m2

tercatat atas nama 1).Elizabeth Ivon Sutandy, 2).Emirensiana

Meldi, 3).Elisabeth Tjouwardi, 4).Yulivia Fransiska;

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20109/Maloku,  terbit  Tanggal  13

April  2006,  Surat  Ukur  Nomor  00138/2006  seluas  90  m2

tercatat atas nama 1).Elizabeth Ivon Sutandy, 2).Emirensiana

Meldi, 3).Elisabeth Tjouwardi, 4).Yulivia Fransiska;

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  9756/Kuta,  terbit  Tanggal  24

Februari 2006, Surat Ukur Nomor 1944/Kuta/2006 seluas 520

m2 tercatat  atas  nama  1).  Emirensiana,  2).Elizabeth  Ivon

Sutandy, 3).Elisabeth, 4).Yulivia Fransiska;

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  9755/Kuta,  terbit  Tanggal  24

Februari 2006, Surat Ukur Nomor 1943/Kuta/2006 seluas 1155

m2 tercatat  atas  nama  1).  Emirensiana,  2).Elizabeth  Ivon

Sutandy, 3).Elisabeth, 4).Yulivia Fransiska;

 Sertipikat Hak Milik Nomor 9718/Kuta, terbit Tanggal 20 Januari

2006,  Surat  Ukur  Nomor  1920/Kuta/2006  seluas  530  m2

tercatat atas nama 1).Emirensiana, 2).Elizabeth Ivon Sutandy,

3).Elisabeth, 4).Yulivia Fransiska;

 Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Kampung Baru, terbit Tanggal 8

Agustus 1962, Surat Ukur Nomor 6 Tanggal 24 Januari 1912

seluas 1328 m2 tercatat  atas  nama  1).Elisabeth Tjouwardi,

2).Nyonya  Emirensiana  Meldi,  3).Nyonya  Elizabeth  Ivon

Sutandy;

 Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Kunjungmae, terbit Tanggal 29

Oktober 1994, Surat Ukur Nomor 6743 seluas 480 m2 tercatat

atas nama 1).Alfon Romio L., 2).Rocky Limbunan, 3).Elisabeth

Tjouwardi, 4).Jessica Jeane Limbunan, B.Des;
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 Akta Pendirian  Perseroan Komanditer  Nomor 27 Tanggal  22

Juli  2020 di  hadapan  Notaris  Michiko  Sodikim,  S.H.  dimana

Pemohon tercatat selaku Pesero Komanditer;

 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 06.710.212.9-

801.001  tercatat  atas  nama  Elisabeth  Tjouwardi terdaftar

Tanggal 23 Januari 2009;

Merupakan  satu  orang  yang  sama  dan  nama  yang  akan  digunakan

selanjutnya adalah Elizabeth Tjouwardi. 

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang,  bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon

datang  ke persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,  maka

Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda

P.1 sampai dengan P-21, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing

telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  Nomor  7371055707660002  atas  nama

ELIZABETH TJOUWARDI tertanggal 17 November 2022, diberi tanda bukti P-

1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 757/1966 tertanggal 23 November 1987,

diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotocopy  Kartu  Keluarga  No.  7371051710170005  tertanggal  18  November

2022., diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  Nomor  7371055707660002  Atas  Nama

ELISABETH TJOUWARDI tertanggal 17 Desember 2016, diberi tanda bukti P-

4 ;

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7371051710170005 tertanggal 17 Oktober 2017,

diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy  Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 58 Tanggal 25 Agustus

2004 di hadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, S.H, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy  Sertipikat Hak Milik Nomor 20122/Sawerigading, diberi tanda bukti

P-7 ;

8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 20108/Maloku, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 20068/Maloku, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 20107/Maloku, diberi tanda bukti P-10 
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11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 20106/Maloku, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 20102/Maloku, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 20109/Maloku, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 9756/Kuta., diberi tanda bukti     P-14;

15. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 9755/Kuta, diberi tanda bukti P-15 ;

16. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 9718/Kuta, diberi tanda bukti P-16;

17. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Kampung Baru, diberi tanda bukti P-17;

18. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Kunjungmae, diberi tanda bukti P-18

;

19. Fotocopy  Akta  Pendirian  Perseroan  Komanditer  Nomor  27 Tanggal  22  Juli

2020 di hadapan Notaris Michiko Sodikim, S.H., diberi tanda bukti P-19;

20. Fotocopy  Kartu  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  Nomor  06.710.212.9-801.001,

diberi tanda bukti P-20 ;

21. Fotocopy Surat Keterangan Identitas Nomor: 021/SS/KS/III/ 2024, diberi tanda

bukti P-21;

Bahwa  alat-alat  bukti  tertulis  yang  masing-masing  diberi  tanda  P.1  sampai

dengan P-7, telah di cocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup

dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya kecuali bukti surat

P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 foto copy

dari foto copy:

 Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon

juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah

sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I  Alfon Romio Limbunan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa  saksi kenal dengan Pemohon ,  karena masih ada hubungan keluarga

adalah Ibu Kandung dari saksi ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama ;

- Bahwa nama Ibu dari saksi adalah Elizabeth Tjauwardi;

- Bahwa nama Elizabeth Tjouwardi tertera pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu

Keluarga dari Pemohon;

- Bahwa nama telah pula terbit KTP atas nama Elisaberth Tjouwardi pada tahun

17 desember 2016;
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- Bahwa telah terbit beberapa sertifikat hak milik atas nama Pemohon Elisabeth

Tjouwardi;

Saksi II Rocky Limbunan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa  saksi kenal dengan Pemohon ,  karena masih ada hubungan keluarga

adalah Ibu Kandung dari saksi ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama ;

- Bahwa nama Ibu dari saksi adalah Elizabeth Tjauwardi;

- Bahwa  nama  Pemohon yang  sebenarnya  adalah  Elizabeth  Tjouwardi  seperti

tercantum dalam akte kelahiran Pemohon;

- Bahwa  Nama  Pemohon  Elisabeth  Tjouwardi  tercantum  dalam  Kartu  Tanda

Penduduk milik  Pemohon yang terbit  pada tahun 2016,  Kartu  Keluarga yang

terbit  pada  tahun  2017,  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  dan  beberapa

Sertiikat Hak Milik Pemohon;

-  Bahwa sebab nama Pemohon terdapat kesalahan pengetikan karena sebelum

Pemohon melakukan pergantian Kartu Tanda Penduduk pada tahun 2022, pada

tahun 2016 Pemohon pernah membuat kartu tanda penduduk dan didalam kartu

tanda penduduk tersebut tercantum nama Elisabeth Tjouwardi, sehingga segala

dokumen dan akta milik Pemohon tercantum nama Elisabeth Tjouwardi ;

- Bahwa telah terbit beberapa sertifikat hak milik atas nama Pemohon Elisabeth

Tjouwardi;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan

tercatat  dalam Berita  Acara Persidangan adalah menjadi  satu kesatuan dengan

Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan

Negeri Makassar menetapkan Permohonan Penetapan satu orang yang Sama ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  52  ayat  (1)  Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

pencatatan  perubahan  nama  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan  Pengadilan

Negeri tempat Pemohon;

Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  11  Kitab  Undang-undang  Hukum

Perdata  pun  menegaskan  bahwa  tidak  seorang  pun  boleh  mengubah  nama-

depannya atau menambahkan nama depan pada namanya, tanpa izin Pengadilan

Negeri tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  P-1  dan  P-3 diperoleh  fakta

bahwa  Pemohon bertempat  tinggal  di Jalan   Dr.  Sutomo No.20,  Sawerigading,

Ujung Pandang,  Kota Makassar,  Sulawesi  Selatan,  sehingga Pengadilan Negeri

Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata

permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tidak mengatur secara

limitatif syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Pemohon agar Pengadilan

Negeri  menyatakan  permohonannya  untuk  mengganti  nama  beralasan  secara

hukum,  namun  dalam  praktek  peradilan  serta  menunjuk  pada  penetapan-

penetapan  pengadilan  terkait  permohonan  penggantian  nama,  permohonan

dimaksud  hanya  diperkenankan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  hukum,

peraturan perundang-undangan yang berlaku,  adat,  norma agama,  serta  norma

kesusilaan yang berlaku;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  P-1  adalah  bukti  surat  yang

menunjuk  kepada  nama  yang  tertera  adalah  ELIZABETH  TJOUWARDI  sesuai

dengan Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  7371055707660002 atas nama  ELIZABETH

TJOUWARDI;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  tertulis  P.1  NIK

7371055707660002 atas  nama  ELIZABETH  TJOUWARDI  dan  P-3  Nomor

7371051710170005,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil Kota Makassar, Kepala Keluarga COLYS LIMBUNAN dikeluarkan

tanggal  18-11-2022,  nama  Ayah  Pemohon  adalah  JEKLIS  TJ dan  nama  Ibu

Pemohon adalah HAWA LAYADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan

bahwa  nama  Pemohon  ELIZABETH  TJOUWARDI adalah  orang  yang  sama

bernama  ELISABETH  TJOUWARDI sesuai  dengan  Surat  Keterangan  Identitas

Nomor:  021/SS/KS/II/2024, dikeluarkan di Makassar  14 Maret 2024 yang di tanda

tangani oleh FEISAL HABRIYONO, S.STP Lurah Sawerigading vide bukti surat P-

21;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas,  permohonan  Pemohon  bahwa  satu  orang  yang  sama  yaitu  ELIZABETH

TJOUWARDI Kartu  Tanda  Penduduk NIK  7371055707660002 adalah  juga

ELISABETH TJOUWARDI Kartu Tanda Penduduk NIK 7371055707660002 adalah

beralasan secara hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum nomor 2 adalah petitum yang pada

pokoknya dikabulkan ;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Pemohon  dinyatakan

dikabulkan,  maka  biaya  perkara  permohonan ini  dibebankan  kepada Pemohon

yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat  dan  Memperhatikan  Ketentuan-ketentuan  dari  Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor 23

Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5a dan

11 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan secara hukum Persamaan Nama Pemohon antara nama Elizabeth

Tjouwardi  dan  Elisabeth  Tjouwardi  maupun  Elisabeth  sebagaimana  dalam

dokumen maupun akta sebagai berikut:

 Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Nomor  58  Tanggal  25

Agustus  2004  di  hadapan  Notaris  Sri  Hartini  Widjaja,  S.H.

dimana Pemohon tercatat selaku Direktur;

 Sertipikat Hak Milik Nomor 20122/Sawerigading, terbit Tanggal

15 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00099/2003 seluas 1.487

m2 tercatat atas nama Elisabeth Tjouwardi (Elisabeth T);

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20108/Maloku,  terbit  Tanggal  13

April  2006,  Surat  Ukur  Nomor  00146/2006  seluas  1.747  m2

tercatat  atas  nama  1).Yulivia  Fransiska  (Yulivia),

2).Emirensiana  Meldi  (Emirensiana),  3).Elisabeth  Tjouwardi

(Elisabeth T), 4).Elizabeth Ivon Sutandy (Elizabeth I);

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20068/Maloku,  terbit  Tanggal  23

Oktober  2003,  Surat  Ukur  Nomor  00100/2003 seluas  68 m2

tercatat  atas  nama  1).Yulivia  Fransiska  (Yulivia),

2).Emirensiana  Meldi  (Emirensiana),  3).Elisabeth  Tjouwardi

(Elisabeth T), 4).Elizabeth Ivon Sutandy (Elizabeth I);

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20107/Maloku,  terbit  Tanggal  13

April  2006,  Surat  Ukur  Nomor  00145/2006  seluas  77  m2

tercatat atas nama 1).Yulivia Fransiska, 2).Emirensiana Meldi,

3).Elisabeth Tjouwardi, 4).Elizabeth Ivon Sutandy;

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20106/Maloku,  terbit  Tanggal  13

April  2006,  Surat  Ukur  Nomor  00144/2006  seluas  76  m2
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tercatat atas nama 1).Elizabeth Ivon Sutandy, 2).Emirensiana

Meldi, 3).Elisabeth Tjouwardi, 4).Yulivia Fransiska;

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20102/Maloku,  terbit  Tanggal  13

April  2006,  Surat  Ukur  Nomor  00140/2006  seluas  81  m2

tercatat atas nama 1).Elizabeth Ivon Sutandy, 2).Emirensiana

Meldi, 3).Elisabeth Tjouwardi, 4).Yulivia Fransiska;

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20109/Maloku,  terbit  Tanggal  13

April  2006,  Surat  Ukur  Nomor  00138/2006  seluas  90  m2

tercatat atas nama 1).Elizabeth Ivon Sutandy, 2).Emirensiana

Meldi, 3).Elisabeth Tjouwardi, 4).Yulivia Fransiska;

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  9756/Kuta,  terbit  Tanggal  24

Februari 2006, Surat Ukur Nomor 1944/Kuta/2006 seluas 520

m2 tercatat  atas  nama  1).  Emirensiana,  2).Elizabeth  Ivon

Sutandy, 3).Elisabeth, 4).Yulivia Fransiska;

 Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  9755/Kuta,  terbit  Tanggal  24

Februari 2006, Surat Ukur Nomor 1943/Kuta/2006 seluas 1155

m2 tercatat  atas  nama  1).  Emirensiana,  2).Elizabeth  Ivon

Sutandy, 3).Elisabeth, 4).Yulivia Fransiska;

 Sertipikat Hak Milik Nomor 9718/Kuta, terbit Tanggal 20 Januari

2006,  Surat  Ukur  Nomor  1920/Kuta/2006  seluas  530  m2

tercatat atas nama 1).Emirensiana, 2).Elizabeth Ivon Sutandy,

3).Elisabeth, 4).Yulivia Fransiska;

 Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Kampung Baru, terbit Tanggal 8

Agustus 1962, Surat Ukur Nomor 6 Tanggal 24 Januari 1912

seluas 1328 m2 tercatat  atas  nama  1).Elisabeth Tjouwardi,

2).Nyonya  Emirensiana  Meldi,  3).Nyonya  Elizabeth  Ivon

Sutandy;

 Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Kunjungmae, terbit Tanggal 29

Oktober 1994, Surat Ukur Nomor 6743 seluas 480 m2 tercatat

atas nama 1).Alfon Romio L., 2).Rocky Limbunan, 3).Elisabeth

Tjouwardi, 4).Jessica Jeane Limbunan, B.Des;

 Akta Pendirian  Perseroan Komanditer  Nomor 27 Tanggal  22

Juli  2020 di  hadapan  Notaris  Michiko  Sodikim,  S.H.  dimana

Pemohon tercatat selaku Pesero Komanditer;

 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 06.710.212.9-

801.001  tercatat  atas  nama  Elisabeth  Tjouwardi terdaftar

Tanggal 23 Januari 2009;
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Merupakan  satu  orang  yang  sama  dan  nama  Pemohon  yang  akan

digunakan selanjutnya adalah Elizabeth Tjouwardi. 

3. Membebankan  biaya  permohonan  kepada  Pemohon  sebesar  Rp  140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah  ditetapkan  pada  Hari  Selasa  tanggal  30  APRIL 2024 oleh

HERIYANTI,  S.H.,  M.H,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  sebagai  Hakim

Tunggal,  Penetapan  tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum

pada hari  itu  juga,  dibantu  oleh  RESCA  KRESTYANTI,  S.H Panitera  Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem

informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,      H A K I M,

RESCA KRESTYANTI, S.H                     HERIYANTI, S.H., M.H

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran  : Rp.      30.000,-

- Biaya Proses  : Rp      70.000,- 

- PNBP Surat Kuasa  : Rp.      10.000,-

- PNBP Panggilan  : Rp      10.000,-

- R e d a k s i         : Rp.      10.000,-

- M a t e r a i         : Rp.      10.000,- 

               Jumlah : Rp.     140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN.MKS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12


